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TltKlOS PERHITURGA!f DA!f RUMUSA!f ALOKASI DAlfA DEIIA BERSUIIBER 
DARI A!fGGARAlf PE!fDAPATAlf DA!f BELANJA DAERAH 

DEIIGA!f RAHllllAT TUHAII YA!fG MAHA £IIA 

Menbnbang 

BUPATI PAlfGKAJEIIE DA!f KEPULAUA!f , 
behwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 
(5) Peraturan Pemeorintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 
'rahun 20t4 tentang Peratumn Pelaksanaan Undang - 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Perhitungan 
dan Rumusan Alokasi Dana Dcsa Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah; 

Mcngingat : 1 .  Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara RI 'fahun 1959 Nomor 74, 'f'ambahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 1822); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RJ Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tent.ang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Rt Nomor 4389); 

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat den 
Pemerintah Daerah {T.embaran Negara RJ Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)· 

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara RI Tahun 20 14 Nomor 7) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentan 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prov. g 
seb · D ah O  mer agru aer tonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 



1. Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 Tentang Dana Desa yang Beroumber Dari APBN 
(Lembaran Negara RT Tahun 2015 Nomor 88 dan 
penjelasannya dicatat pada Tambahan Lernbaran Negara 
Repub1ik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5694); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113  Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TElffAllG TEKNIS PERHITU1'GAI( DAii 

RUMUSA11' DAll'A DESA BERSUMBER DARI AJIGGARAR 

PE!O>APATAll DAN BELAKJA KBOARA. 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

Pa.sal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

pcnyelenggaraan Pemerintah daerah 
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dzn tugas pembantuan 
dengan prin&ip otonomi seluas-luaanya dalam siatem dan prin&i.p Negara 
Kesa.tuan Republik Indonesia Tahun 1945; 

'--' 4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
5. Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan; 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalnh 

Lembaga Perwa.kilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

7. DeSA adeleh Dcsa desa. diwilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
8. Pemerintaha.n Dc&a. adala.h penyelenggacaan urusan pemerintahan dan 

kepentingan mRsyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah kepala Dcsa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dcsa.. 

10. Sadan Pennusyawaratan Desa atau yang discbut dengan narna lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pcmerint.ahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa. berdasackan 
keterwakuan wilayah dan ditetapkan eecara demokratia. 

11 .  Keuangan Deaa adalah semua hak dan kewajiban Deea yang dapat dinilai 
dengan uang sena scgala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelak.sanaan hak dan kewajiban Desa. 



12. Pengelolaan Keua.ngan Desa adalah keseluruhan kegiatan )'.ang meliputi 
perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuengan desa. 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Meoengah Desa untuk 
jangka waktu l [satu] tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disehut APBDesa, 
adalah rencana k.euangan tahunan Pemerintahan Deea. 

15. ADD adalah Alokasi Dana Oesa. 
16. DAU adalah Dana Alokasi Umum. 
17. DBH adalah Bans Bagi Hasil Pajak Kabupaten. 
18. OAK adalah Dana Alokasi Khusus Kabupaten. 

BAB 11 
PENGANGGARAN BESARAN DANA DESA 

Bagian Kesa.tu 

Penganggaran dalwn APBD 
Pasal 2 

Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah Kahupaten dana ADD setiap tahun anggaran. 

Pasa1 3 

ADD sebagaim�a dimaks�d pasal 2 paling sedikit 100/o (sepuluh 
perseratus} dan dana penmbangan yang diterima kabupaten dalam 
anggaran pendapatan dan belanja dacrah setelah dikurangi dana alokasi 
khusus. yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut : 

I 
ADD• Dana Pfflmbanpn - DAX it 10% 

I 
� 

I 
Dana pertmbancan = DBH pajak + DAU 

I 
Sehingga, 

I ADD = ( DBHpajak • DAU ) - DAK x l0% 
I 

Pasal 4 

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud . a. kebutuhan pcnghasilan tetap k I d pasal 3 mempertimbangkan ; 
b. jumla.h penduduk desa angka =pa� �sa dan perangkat desa ; dan 

ting.kat kesulitan gcogrefle desa. erms an deea, Juas wilayah desa, dan 



Pasal 5 

Dana Dcsa dikclo\a secara tertib, taat menurut ketentuan perundang­ 
undangan, efesiensi, ekonomis, cfektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Bagian Kedua 
Variabel Perhitungan Alokasi Dana Desa 

Pasal 6 

(l) Perhitungan Alokasi Dana Desa suatu desa didasarkan pada alokasi dasar 
dan alokasi formula. 

(21 Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (l) adaJah merupakan alokasi 
yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 800/o {Delapan puluh 

pcrscratus) dari total ADD di Kabupaten. 
(31 Alokasi formula scbagaimana dimakeud ayat {l) ada1ah merupakan alokasi 

anggaran yang dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah 

penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesuliten geografis setiap desa 

sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Dana Desa setiap Kabupatcn, 

dengan bobot sebagai berikut: 

a} 25% (dua puluh lima perseratus) untukjumlah penduduk 

b) 35'% (tiga puluh Lima perseratus) untuk Jumlah penduduk miskin. 
c) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah 

d) 30% (tiga puluh perscratus) untuk indeks keterjangkauan gcografis. 

atau dengan rumus : 

W = (0,25 ii Zl) + 10,35,. Z:2) + (0,10,. Z3) + 10,30 • Z4. 
Keterangan: 
W - Alokasi Formula ADD 
Zl .. rasio jumla.h penduduk setiap Oesa terhadap totai 

penduduk Desa kabupaten 
Z2 • rasio ju.mlah penduduk miskin Deea setiap terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupatcn 
Z3 .. rasio luas wtlayah Uesa seti.ttp terhadap luas wilR.yah Desa 

kabupatenZ4 - rasio IKG seliap Desa. terhadap total IKG 
Dcsa kabupatcn. 

(4) Data jumlah penduduk, angka kemisk:inan, luas wilayah, sebagaimana 

dimaksud ayat (3) bcrsumbcr dari kementrian yang berwenang dan/atau 
lemba.ga yang menyelenggarakan urusan tersebut. 

Bagian Ketiga 

Rumus Penghitungan Dana Desa Tiap 

Pasa.l 7 

Besa.ran ADD tiap desa ditentukan sesuai rumus seba.gaj berikut 

Dana Desa = Alokasl Dasar + Alolcasi Formula 



BAO Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mcmcrintehkan pengundangan 
Pera.turan Bupati ini dengan penempat.annya dalam Bcrita Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajcne 
pada tanggal .U. J:.t..¥""uor1 2016 

SY SUDDIII A. HAMID 

PANGKAJE!iE D PARAF 

ScKOA. '· -u--« 
ASISTEN : 
KABAN ·: 
KABIP . 
KONSEPTO : 

PE."lGST!K .: 

I
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I Pi,�.,, : rJ : .. '. 1' 
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L. .... �t: 1966092:0 199303 1 011\r 

Diundangkan di Pangkajene 
pad a tanggal 1l. 'fe1t\.of1 2016 

·� 

SEKR&TARIS DARRAH 

KABUP � PAllGKAJElfE DAN KBPULAUAN, 

SERITA DAERAH KABUPATBN PAIIGKAJEJfE DAM KEPULAUAR 

TAHVN 2016 lrfOMOR \ '>'° 


